PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR & TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD,
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGANMN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

lenimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,
dan untuk membantu kegiatan Partai Politk dalam rangka
memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai Politik yang
mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur yang perhitungannya berdasarkan jumlah
perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2014 diberikan
santuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan  Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan *
Peraturan Bupati Ogan Komering Uiu Timur tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik.

fengingat : 1. Undang — Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Kcm ering Ulu
Selatan dan Kabupaten Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347), :

2. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



e

40

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Nega.a Nomor 4438);

Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagairana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);

Undarg — Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewar. Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

123);

Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilar. Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Fembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintan, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambzhan Lembaran Negara

Nomor 4737),

Perawran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Poltik ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4972) scbagammana telah  dibah  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partan Poltik ( Lembaran Negaras Repubbik Indonasia Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembiran Negara Republic Indonesia Nomor
H351),

Perattman Menternr Dakun Negen Nomor 24 [ahun 2009 lentang
Podoman Tata Cara Penghitumgan, Penganggaran Dalaym APBD,
PPenoaunn, Poenyaliman, dan I aporan 'ertangagunaggawabim
Penggunaan Bantuan Keoangan Pariu Pohtil sebagaimana lelah
dinbah dengan Peratiran Menterns Dalian Nogen Nomor 26 Fahen
2013 lontang Porababon Atas Poralinan Maonten Dalivn Nogorr Nomion
24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cana Prengintungan,
Penganggaran Dalam APBD, Poengaguan, Ponyaturan, dan Laporan
Partangagunginwab:n Pongguaaan Bantaan Konangn Parlin "ohtik



TINT NG

-—- - ;- — - -

Mengizov 2™ SERATURAEN no-s o AN
' PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN
DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

PARTAI POLITIK.

Az .~ -
cINTE NS e Jo~

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Parai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politk anggota masyarakat, bangsa dan
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

) Republik Indonesia Tahun 1945. :

2. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara
proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
yang penghitungannya berdasarkan jumiah perolehan suara sah.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APRD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.

4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sslanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Uu Timur.

(! 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang
selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogar Komering Ulu Timur.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan
Kemering Ulu Timur.

9. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat
" DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat
Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan
Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh
Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB i
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
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Pasal 2

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan
oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timu- setiap
tahunnya; .

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cdalan Partai
Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komerir.g
Ulu Timur,

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah
perolehan suara sah;

(4) Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan per
suara dan penetapan jumiah bantuan keuangan kepada partai politik
untuk setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan merupakan bagian
yang tidak terpisahxan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten diberikan
kepada Partai Politik ai Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bagi yang
mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 4

(1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Fartai Politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan
pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Ogan
Komering Ulu  Timur sebagaimana dimaksud nada ayat (1)
didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasionel yang
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

Pasal b

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari
APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan
Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut -

a. Besarnya nilai banwan persuara untuk partai  politik yang
mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten yang bersumber dari APBD
Kabupaten adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran
sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu
DPRD Kabupaten periode sebelumnya berdasarkan penghitungan
suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daeran.

b. Besarnya jumiah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD
Kabupaten setiap @hun untuk partai politik adalah jumlah perolehan
suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara
sebagaimana dimaksud pada huruf a ; dan

c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten setiap tahun
kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil
pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

Pasel 6

(1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a, adalah APBD tahun anggaran 2013 untuk
penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2014 -
2019 dan seterusnya.
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(2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perolehan suara hasil pemilu
DPRD Kabupaten tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan
kepada partai politik tahun 2014-2013 dan seterusnya.

BAB il
PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 7

Bantuan keuangan kepada partal politik yang dialokasikan setiap
tahunnya dalam APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan ob ek
belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 8

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di
DPRD Kabupaten dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah
Kabupaten.

(2) Penentuan anggaran bantuan keuangan kepada partai  politik
mempert.atikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KELANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 9

(1) Pengurus Partai Politik  tingkat kabupaten mengajukan  surat
permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bur ati

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya
dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik
dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa

a  Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan
Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan
lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
DPP Partai Politik atau sebutan iainnya ;

b. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak ;

c. Surat Keterangar Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi
dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat
Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sakretaris  Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten;

d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan
nernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan ;

e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik
dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah
bantuan yang diterima untuk pendidikan politik ;

f  Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan
keuangan yang hersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran
sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK ;

g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut
sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan
yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC
atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop
surat partai po'itik ;



~(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuat dalam rangkap 5 (lima).

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kezbupaten dan Kepala Badan Kasatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten.

Pasal 10

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada tahun anggaran berjalan,
bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BABV
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTA: POLITIK

Pasal 11

(1) Verifikasi kelengkar.an administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 dilakukan oleh Tim Verifikas' Kelengkapan Adm nistrasi
Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat
Kabupat=n.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari Komisi Pemilinan Umum Kabupaten dan Unsur Sekretariat
Daerah.

(4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 12
(1) Hasll Verifikasi  kelengkpan administrasi  permohonan bantuan
keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.

(2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran !l Peraiuran Bupati ini.

Pasal 13

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan
bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten disampaikan oleh tim
verifikasi  tingkat kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan
kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan
kepada partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 14

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik
tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati. '

‘%M‘S‘“ 1 pretan




Pasal 15

Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan
tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten.

BAB Vi
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 16

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang

kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 17
(1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:

a. Meningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

b. Meningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam

«ehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara; dan

c. Meningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter

bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan

dengan kegiatan :

a Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan benegara
yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinexa Tunggal lka day Negara

Kesatuan Republik Indonesiz;

b Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajihan Warga Negara

Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjerjang
berkelanjutan.

(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan
gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan

Panceasila.

Pasal 17

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 berkaitan dengan :

a. Administrasi umum;

b. Berlangganan daya dan jasa;

c. Pemeliharaan data dan arsip; dan

d. Pemeliharaan peralatan kantor.

Pasal 18

BentUk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16, antara lain berupa:
seminar;
lokakarya;

dialog interaktif,
sarasehan; dan
workshop.

®PQ00D
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' BAB Vill
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

Pasal 19

partai Politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membual
pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas
dana bantuan keuangan.

Pasal 20

(1) Partai  Politik wajib membuat  lapcran pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana
bantuan APBD.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari
a. Rekapitulasi Realiasi Penerimaan dan Belanja Bantuan
Keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana
Rantuan Keuangan Parpol perkegiatan, dan
b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis
dan Pengadaan/Penggunaan Jasa.
(3) Format laporan pertar\ggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 21 "
(1) Partai Politik yang mendapatkan hantuan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19 wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran pbantuan

keuangan yand bersumber dari dana bantuan APBD secara perkala 1

(satu) tahun sekali kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk
diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran
berakhir

(2) Laporar pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan oleh Ketua Umum atau sebutan lain partai poliik tingkat
Kabupaten.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) buan
setelah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangar.

Pasal 22

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
terbuka urituk diketahui masyarakat.

Pasal 23

partai Politik yang melanggar ketentugn sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa
penghentian pantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran
berkenaan sampai laporan dterima oleh Bupati untuk partai politik tingkat
kabupaten.

Pasal 24

(1) Bantuan keuangan partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif

Tahun 2009 diteritna oleh partai politik dihitung secara proporsional

berdasarkan rentang waktu sampai dengan perakhirnya masa
keanggotaan DPRD Kabupaten masa bakti 2009-2014.
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politik hasil Pemilihan Umum Legislatif
tanggal diresmikannya

2014-2019.

(2) Bantuan keuangan partai
Tahun 2014 diberikan {erhitung mulai

keanggotaan DPRD Kabupaten masa bakti

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
dalam Peraturan Bupati ini sepanjang

Hal — hal yang helum diatur
itetapkan lebih lanjut dengan Keputusan

mengenai teknis pelaksanaan d
Bupati.

Pasal 26
mulai berlaku, Peraturan Bupati Ogan

hun 2010 Tentang pedoman Tata Cara
Penyaluran, dan

Keuangan Partai

Pada saat Peraturan Bupati ini

Komering Ulu Timur nomor 1.a Ta
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan,

Laporan Pertanggung]awaban Penggunaan Bantuan
Politik, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

pPasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

apat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Agar setiap orang d
ya dalam Berita Daerah

Peraturan Bupati ini dengan penetapann
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
da tanggal 2015
9PAT| OGAN KOMERING ULU TIMUR, P

-

.
. /’\//
e

/{/: HERMAN DERU f /,,\.,

Ditetapkan di Martapuira
padatanggal 2015

SEKRETARI|S DAERAH

KABUPATEN OGAN K MERING ULU TIMUR SIGN
TN e
// ,//_:‘—/"’/ -
v e
-

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUFPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN 2015 NOMOR
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Lampiran 1l Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor = & =wan/ 0T
Tanqga! . ? ;,ji_)"’\ﬂz‘ 9(&,\>

FGRMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAL .......

Pada hariini ............... tanggal ........ bulan ....... Tahun ............., Tim Verifikasi
- Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk
. perdasarkan Keputusan Bupati............ Nomor ...... Tahun .... tanggal ........

telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik
tehun... yang diajukan oleh DPC ..............

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... ......... telah memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah ..... yang didasarkan pada
hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten
paca Pemilihan Umum Tahun ............ sebanyak ........... suarad sah X Rp. ...............
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

L Ketua (e )
2. .. Sekretaris (s )
3. . Anggota (e )
4. .. Anggota (s )
5 .. Anggota (e )
6. .. Anggota (e )
/... Anggota (e )
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Lampiran Il Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor = Br v h.owaV 0\
“ Tanggal - i;}:?uAQr\ IS
FORMAT LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK......ceeetn
TAHUN ANGGARAN...............
Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai
politik sebesar Rp. .......... , yang telah diperiksa Gadan Pemeriksa Keuangan pada
Tanggal .......... Bulan .......... Tahun .......... sebagai berikut :
NO “JENIS PENGELUARAN ) JEN'|§“*'T'FVC)TUI\—AE’*T"&'EKLEA"S’I‘ ”””””” KETERANGAN
KEGIATAN KEG!ATAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
A PENDIDIKAN POLITIK .
a. Seminar,
k. Lokakarya;
c. Dialog interakiif;
d. Sarasehan; dan
e. Workshop.
B | OPERASIONAL SEKRETARIAT

1.

|3 Pemelinaraan Data dan Arsip

Administrasi Umum
a. Keperluan ATK
b. Rapat Internal Sekretariat

c. Ongkos Perjalanan Dinas
dalam rangka mendukung
kegiatan operasional
Sekretariat

e e —————————ee T T T —

a. Telepon dan Listrik
b. Air Minum

c. Jasa Pos dan Giro

d. Surat menyurat

T4~ Pemeliharaan Peralatan Kantor

C

l

SALDO ST

Mengetahui :
Ketua Urnum, Bendahara Umum



